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ABSTRAK

Arina Manasikana, 2024. Penafsiran Teleologis dan
Sistematis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
37/PUU-XVII1/2020.  Skripsi Program Studi Hukum
Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

itusi (MK) Nomor 37/PUU-
enting yang menguji

Putusan Mahkamah
XVI11/2020 merupaka

unitas ini bersif
n atau Keputusa
rta sesuai dengan

undangan.
Pen
normatif

yang dig

m ini merupak
legal research).
am penelitian i

penelitian
endekatan

Sosiologis. Pe
menekankan pa ang berdasarkan
tujuan sosial atau tujuan masyarakat.

Keutuhan bacaan dan pemaknaan pertimbangan
putusan Mahakamah Konstitusi adalah konsekwensi logis
yang patut dipahami sehingga tidak menimbulkan kontra
presepsi dalam proses pembuatan ataupun merevisi Undang-
Undan. Pertimbangan hukum Pasal 29, oleh karena tidak
mencantumkan batas waktu berlakunya Undang-Undang,
Pasal 27 Ayat (1) frasa “bukan merupakan kerugian negara”
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bertentangan dengan prinsip due process of law untuk
mendapatkan perlindungan yang sama (equal
protection), Pasal 27 Ayat (3) frasa “bukan objek TUN”
dalam UU No. 2 Tahun 2020 dan harus dinyatakan
inkonstitusional bersyarat. Pertimbangan hukum putusan
mahkamah konstitusi telah menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari amar putusan mahkamah konstitusi
sebab demikian adalah alasan dari pernyataan Mahkamah
Konstitusi menyatakan konsgiiusional atau inkonstitusional
atas satu norma di  uji, dengan
demikian perimbang putusan Mahkamah
konstitusi memiliki rta menjadi mandat
konstitusioanal ecara utuh oleh
pementuk Mahkamah
Konstitusi




ABSTRACT

Arina Manasikana, 2024. Teleological and Systematic
Interpretation in Constitutional Court Decision Number
37/PUU-XVI1I1/2020. Thesis of the Constitutional Law Study
Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

Constitutional Court (MK) Decision Number 37/PUU-
XVII/2020 is an imp decision that tests the
constitutionality of Arti phs (1), (2), and (3) of
Law no. 2 of 2020 020). These articles

implementing
national ec
pandemic.
is limited
are carri

statutory
This

stability and
e Covid-19
immunity
decisions
nce with

es if the officl
good faith and

rch is’" normative arch. The

research sed in_this" rese statutory
approach e approach. In th ion of the
Constitutio dges contained in t onal Court

U-XVI11/2020, they ological or

ion method. Teleol al interpretation is
emphasizes underst

o0 that it does not
give rise to cou ss of making or
revising the Constitution. Legal considerations of Article 29,
because it does not include a time limit for the law to come into
force, Article 27 Paragraph (1) the phrase "is not a state loss™ is
contrary to the principle of due process of law to obtain equal
protection, Article 27 Paragraph (3) the phrase "not an object of
TUN" in Law no. 2 of 2020 and must be declared conditionally
unconstitutional. The legal consideration of the decision of the
Constitutional Court has become an inseparable part of the
decision of the Constitutional Court because this is the reason for

X



the Constitutional Court's statement declaring constitutional or
unconstitutional for a legal norm being reviewed, thus the legal
consideration in the decision of the Constitutional Court has
binding force and becomes a mandate. constitutional matters
which must be implemented in full by the legislators after the
Constitutional Court decision.

Keywords: Official Immunity, Constitutional Court Decision
Number 37/PUU-XVI111/2020, legal interpretation
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-
XVI111/2020 membahas tentang Pengujian Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang “Kebijak. an Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan an Pandemi Corona

embahayakan
itas Sistem
Undang-

1945 1

bangan
pemanfaatan

Konstitusi, dan
Pertimbangan h
s berpikir hak

am pengujian
45. Mahkamah
Konstitusi  memiliki  semacam  monopoli  untuk
menentukan makna dan cakupan UUD NRI 1945, baik
untuk konteks saat ini maupun masa depan. Pertimbangan
hukum menjadi instrumen bagi hakim konstitusi untuk
menjalankan perannya sebagai penerjemah UUD NRI

! putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVI11/2020
Hal, 1

16
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1945, sekaligus menunjukkan profesionalitasnya sebagai
ahli hukum terbaik.

Pertimbangan hukum berfungsi untuk menjelaskan
beberapa hal, yaitu: (a) kasus yang diajukan untuk diuji
olen MK, (b) bagian undang-undang yang dianggap
bermasalah, (c) solusi untuk menyelesaikan persoalan
konstitusional, termasuk perubahan, perbaikan, atau
pembentukan undang-un baru, serta (d) upaya MK
untuk menjaga kesa itusi (the unity of the
constitution).> Mel i hukum, Mahkamah
nya tidak semata-

i, Pasal 27 lampi
tangan dengan p
n keuangan-nega
(equality before rta prinsip
gan, dan kepasti ang adil.
rsebut juga dinilai

ukum dalam
pelaksanaan gganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu No. 1 Tahun 2020).
Pasal 27 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 mengandung tiga
iIsu utama terkait konstitusionalitas yang membutuhkan

2 Jimly Asshiddigie (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme
Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

® Philipus M. Hadjon (1987): Perlindungan Hukum Bagi Rakyat
di Indonesia. Surabaya: Bina limu.
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analisis lebih lanjut.* Pertama, Pasal 27 ayat (1)
menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh
pemerintah dan lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem
Keuangan (KSSK) untuk kebijakan pendapatan negara
bukan termasuk kerugian negara, melainkan bagian dari
biaya ekonomi untuk menyelamatkan perekonomian dari
krisis. Kedua, Pasal 27 ayat (2) menjelaskan bahwa pihak-
pihak yang terlibat dalam gglaksanaan Perpu No. 1 Tahun
2020 tidak dapat di ra perdata atau pidana,
selama tindakan

juncte UU"No. 2
dak Pidana Kor
bahwa salah sat ma yang
alam tindak pi
keuangan negara

Berdasarkan No. 2 Tahun
2020, tidak a lama biaya yang
digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19

* Nainggolan, J.P. (2022). Analisis Konstitusional Pasal 27
Lampiran UU No. 2 Tahun 2020. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik,
Vol. 19 No. 1.

 Eddy OS Hiariej (2020): Analisis terhadap unsur
penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi yang
berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara selama pandemi.
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dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai peraturan
perundang-undangan. Sebaliknya, jika biaya tersebut
digunakan dengan itikad tidak baik atau bertentangan
dengan hukum, hal tersebut dapat dianggap sebagai
penyalahgunaan wewenang. Namun, tuntutan pidana sulit
dilakukan karena adanya frasa “bukan merupakan
kerugian negara” dalam Pasal 27 ayat (1).°

Pasal 27 ayat (2) | iran UU No. 2 Tahun 2020
tidak dapat ditera da pihak-pihak yang
melakukan penyal ng terkait keuangan
negara jika fr.

terhadap
020 tidak
Padahal,

Perdata
melawan

akan impunitas
an frasa “bukan
merupakan kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal
27 ayat (1) menciptakan ketidakpastian dalam proses
penegakan  hukum.  Penempatan  frasa  tersebut

¢ Mahfud MD (2020): Pernyataan terkait pentingnya iktikad baik
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam
pengelolaan keuangan negara selama situasi darurat untuk mencegah
penyalahgunaan kewenangan.
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bertentangan dengan prinsip due process of law, yang
menjamin  perlindungan hukum yang sama (equal
protection).” Selain itu, unsur pengecualian dalam Pasal 27
ayat (2) dianggap mengingkari prinsip persamaan hak
yang dimiliki oleh setiap individu.
Oleh karena itu, Pasal 27 ayat (1) lampiran UU No.
2 Tahun 2020 seharusnya dinyatakan inkonstitusional jika
frasa “bukan merupakan ian negara” tidak dimaknai
sebagai “bukan me gian negara Sepanjang
dilakukan dengan iti uai dengan peraturan
iperlukan  untuk
menghindari

dianggap be
ekuasaan ~disaat
Mahkamah. Ko
permasalahan ut

cheks and
emberian
keuangan

Skripsi ini di ng fokus dalam
judul OGIS DAN
SISTEMATIS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-XVIII/2020”

" Philipus M. Hadjon (1987): Perlindungan Hukum Bagi Rakyat
di Indonesia. Surabaya: Bina limu.
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Penafsiran Teleologis dan Sistematis Dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-
XV111/2020?
2. Bagaimana Akibat Hukun Penafsiran Konstitusi Nomor
37/PUU-XVI11/2020?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui  Penafsir, Hukum Dalam Putusan
Mahkamah Konstit 7/PUU-XVI111/2020
2. Mengetahui utusan Mahkamah
Konstitusi

ini untuk
dan penambaha keilmuan
itusi dalam mere ka hukum
2.
Prakaktis dalam ini untuk
erumusan dan pe kebijakan

erespon kondisi darurat atau krisis.

a dari rumusan
peraturan rang jelas atau
belum lengkap sebagaimana tertuang dalam suatu
undang-undang. Menurut Utrecht ada lima metode
dalam penafsiran undang-undang.®

8 Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, disadur dan
direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, PT. (Jakarta : Ichtiar Baru,
1983), him. 208.
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Pertama adalah Penafsiran menurut arti kata atau
istilah (taalkundige interpretasi) merupakan metode
pertama atau upaya awal untuk menafsirkan Hakim
berkewajiban untuk menemukan makna kata dalam
undang-undang dengan membuka kamus bahasa atau
meminta bantuan ahli bahasa. Bahkan jika hal ini tidak
tidak mencukupi, hakim harus mempelajari kata
tersebut dalam susuna limatnya atau hubungannya
dengan peraturan laj

Historis  (historis
ris ini, menurut
irkan menurut
tie) adalah
lidiki dan
uatu yang
dan; (2)
ketentuan

interpretatie)
dengan menye
undang | | sejak
ang  terjadi
tau penjelasan dari
pembentu

apkan. Hukum
bersifat di p ukum mengikuti
perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, makna
yang dapat diberikan kepada suatu kata dalam naskah
hukum positif sekarang berbeda dengan maknanya pada
waktu ditetapkan. Oleh sebab itu pula, penafsiran

° Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, disadur dan
direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, PT. (Jakarta : Ichtiar Baru,
1983), him. 209
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menurut searah hakikatnya hanya merupakan pedoman
saja.’?

Ketiga adalah Penafsiran sistematis merupakan
penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan
hukum itu sendiri (systematische interpretative).
Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah
hukum yang satu dan naskah hukum yang lain, di mana
keduanya mengatur halayang sama, dihubungkan dan
dibandingkan satu in. Jika misalnya yang

ada (dalam
hwa hukum™ mer
eraturan memilik sial yaitu
m dalam masya : an sosial
tidak senantiasa hami dari
dirumuskan. Ole

dapat
yang senyatanya

dalam masyarakat.?

0 sydikno Mertokusumo dan A. Pitlo ; Bab-Bab Tentang
Penemuan Hukum, (Jakarta, PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), him.10

1 sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo ; Bab-Bab Tentang
Penemuan Hukum, (Jakarta, PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), him. 212-
213

12 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum SebuahPengantar,
(Yogyakarta; Liberty Yogyakarta, 2001), him.37.
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Kelima terakhir adalah penafsiran otentik atau
resmi  (authentieke atau officiele interpretatie)
Penafsiran otentik ini sesuai dengan tafsir yang
dinyatakan oleh pembuat undang-undang (legislator)
dalam undang-undang itu sendiri. Misalnya, arti kata
yang dijelaskan  dalam pasal atau dalam
penjelasannya.”® Jikalau ingin mengetahui apa yang
dimaksud dalam suat sal, maka langkah pertama
adalah lihat penje | itu. Oleh sebab itu,
penjelasan und diterbitkan tersendiri,

keadaan darurat id-19, di
darurat._pemerin i
abilitas ekonomi,
asyarakat. Pende

rat yang cepat d
um, akuntahi

gaskan bahwa
hi asas keadilan,

kebijakan
kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Klausul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 37/PUU-XVII1/2020, Mahkamah Konstitusi
menggunakan penafsiran teleologis dan sistematis

1% Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum SebuahPengantar,
(Yogyakarta; Liberty Yogyakarta, 2001), him. 217
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untuk memastikan bahwa norma dalam Pasal 27
lampiran  UU No. 2 Tahun 2020 dapat
diharmonisasikan dengan tujuan hukum serta sistem
hukum yang berlaku. Penafsiran teleologis digunakan
untuk memahami tujuan utama dari Pasal 27, yaitu
memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam
menangani pandemi Covid-19 dan menjaga stabilitas
ekonomi serta sistem angan nasional. Mahkamah
menilai bahwa kepi i harus tetap diarahkan

ai  sebagai
dan sesuai

wewenang:**
itu,. penafsiran
konsistensi- Pasa

m (Pasal 28D
ahkamah juga

a masa darurat
harus me ransparansi, dan
akuntabilitas.  Selain itu, penafsiran sistematis
digunakan untuk menjaga kesatuan konstitusi (the unity
of the constitution), sehingga norma hukum dalam UU
No. 2 Tahun 2020 tetap selaras dengan sistem hukum

% Widjaja, G. Penafsiran Teleologis dalam Kebijakan Darurat
Pandemi. Jurnal Legislasi Indonesia, VVol. 18 No. 2021.
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Kombinasi
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kedua

penafsiran ini memastikan bahwa kebijakan darurat

tetap efektif, namun

keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

F. Penelitian yang Relevan

tidak mengabaikan prinsip

Universitas

Kristen
Indonesia
Maluku)®

penelitian
saya
fokusnya

No JuduIJurna_I Persamaan | Perbedaan Metode
atau Skripsi
1. | Kekuatan Perbedaaan | Tipe
Mengikat dalam penelitian
i yaitu
yuridis
: normative
tentang dengan
Putusan pendekatan
Mahkamah konseptual,
Konstitusi perundang-
Nomor undangan,
37/PUU- dan kasus.
XV111/2020 Pengumpula

studi
kepustakaan
serta teknik
analisis
bahan
hukum
deskriptif

1% Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 37/PUU-XVI11/2020. Jurnal ini ditulis oleh Alfian R
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2. | Disseting
Opinion

Draiah).
(Skipsi ini
ditulis oleh
Muhammad

dalam analitis.
Penafsiran
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
37/PUU-
XVI11/2020
Perbedaan Metode
yang
digunakan
analisis
membaha yuridis
tentang kualitatif
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
37/PUU-
XV111/2020

terhadap
pasal 27 UU
No.2 Tahun
2020

Markaruku, Hermanus Hattu, Jhon Lee De Silo. Universitas Kristen

Indonesia Maluku Tahun 2022.
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Jihadil Akbar
Dari
Universitas
Islam Maulana
Malik Ibrahim
Malang)

Pasca Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
37/PUU-
XVI111/2020.

membahas
tentang
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor

ditinjau dari
perspektif
Teori
Hukum
Progresif
dan Sadd
Al-
Dzari’ah.
Sedangkan

tentang
bentuk
impunitas
dalam pasal
27 UU
Nomor 02

ini bersifat
normative.
Teknik
pengumpula
n data yang
digunakan
adalah Studi
kepustakaan
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(Jurnal ini
ditulis oleh
Andi

Thasbisyahbill
a Farrel Sadra,

Minolah,

Sarkawi.Dari

Universitas
Mataram)

37/PUU-
XVI11/2020

Tahun 2020
sebelum
dan pasca
terbitnya
Putusan
MK
No.37/PUU

XVI111/2020,

Mahkamah
Konstitusi
Nomor
37/PUU-
XVI111/2020




30

Analisis Materi
Muatan
Perppu
Kebijakan
Negara Dan
Stabilitas
Sistem
Keuangan
Periode Covid-

Persamaan
dalam
Jurnal ini

sama-sama
membahas
tentang
Putusan

Perbedaan
dari Jurnal
ini
membahas
tentang
bagaimana
pengaturan
terkait hak
penganggar
an DPR
lama

Darurat Covid-
19

(Jurnal ini
ditulis oleh
Muhammad
Nafi Uz

Persamaan

tentang
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
37/PUU-

gugatan
administrati
f pada masa
darurat
Covid-19

Penelitian
ini
merupakan
penelitian
yuridis
normatif
dengan
studi hukum
terhadap
data data
sekunder.

bertujuan
menganalisi
s tindakan
dan
keputusan
yang dapat
dikecualika
n dari objek
gugatan




31

Zaman, Dian
Puji Nugraha
Simatupang
dari Gerbang
Penelitian.Net
Tahun 2023

XVI11/2020

Agung Barok
Pratama Tahun
2021)

Persamaan
dalam

Jurnal‘ini
sama-sama
membahas
tentang
Putusan
Mahkam3

XVI11/2020

Mahkamah | kepada
Konstitusi PTUN
Nomor adalah yang
37/PUU- berkaitan
XVI111/2020 | dengan
diperlukan | penanganan
rincian yang | pandemi
jelas Covid-19
mengenai
indikator-
Penelitian
ini
merupakan
penelitian
yuridis
normatif

data data
sekunder.




32

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan dengan tipe yuridis

normatif, dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 37/PUU-XVI111/2020 adalah metode penelitian
hukum yang berfokus pada kajian norma-norma hukum

yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan, serta
Prinsip-prinsip  huk yang terkait  dengan
permasalahan dala tersebut. Penelitian ini
aturan dan prinsip
hukum, sert kum.*® Penelitian
menghasilkan
petunjuk
ga dalam
nya fakta
ukan dari

Pendekatan
ch), pendekatan
ini dilakukan dengan menganalisis Norma-norma
hukum dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2020
terutama Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 untuk memastikan
ketentuan tersebut sesuai dengan hierarki peraturan

kebijakan

18 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum, cet. VII” (Jakarta
: Kencana, 2011), 35.
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perundang-undangan.  Pendekatan  kasus  (case
approach) ini digunakan dengan menganalisis kasus
konkret pengujian konstitusionalitas Undang-undang
Nomor 2 tahun 2020, Mahkamah Konstitusi
mengaitkan norma yang diuji dengan fakta-fakta sosial,
ekonomi, dan hukum yang terjadi selama pandemi
Covid-19, termasuk penerapan diskresi oleh pejabat
negara."’. Hukum yangglimaksud yaitu hukum tertulis
yang ditinjau dari aspek diantaranya aspek
teori, i onsitensi  penjelasan
mengikat suatu
digunakan®®,

hukum primer diri  dari
inggi yaitu konsti [ peraturan
rendah  seperti u ng. Yang
an dibawabh ini:

al

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019

17 Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Penanda
Media Grup, Jakarta 2013, him. 35.

18 Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Ibid
him.133.
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2) Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 37/PUU-
XVI11/2020
3) Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum
berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli
hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum,
artikel-artikel  huk dokumen-dokumen yang

ini adalah deng
an “dilakukan  de
catat,» membuat

a internet
penelitian

kemudian terhadap hasil
penelitian i iri bantuan kajian
pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif
berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang
memberikan penilaian (Justifikasi) tentang objek yang

% Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif”’, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 296.
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diteliti apakah benar atau salah atau apa yang
seharusnya menurut hukum.?

H. Sistematika Penulisan
Penelitian ini terrdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri
dari pendahuluan, landasan teoritis penelitian, hasil
penelitian, analisis hasil penelitian,dan yang terakhir
penutup yang lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini:
BAB | Pendahu Pada pendahuluan akan
dijelaskan hal yang dengan masalah yang
akan dibahas pad ndahuluan memuat :
latar tujuan
penelitian, i ka teoritik,

Penafsiran Huk
aturan ' yang te

sil Penelitian, P
ng sesuai dengan
aitu bersifat nor
dapat pada Rumu

as dan akibat

BAB V Penutup, Bab terakhir akan memberikan
kesimpulan mengenai hasil keseluruhan dari serangkaian
rumusan masalah dan analisis secara keseluruhan dari bab
I-1V, serta saran bagi penulis dan pihak-pihak terkait.

% Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 293



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 37/PUU-
XVII1/2020 Hakim menggunakan  metode penafsiran
teleologis atau sosiologis, Hal ini dapat dilihat dari
pertimbangan Mahkamah, Konstitusi yang menilai
Konstitusionalitas Und ng Nomor 2 Tahun 2020
dengan memperhatj ial dan dampak bagi

potensi
ne iran ini
kondisi g terus
pandemi, menek relevansi
kontemporer
menggunakan
ran ini lebih rel
ierarki peraturan

Undang Nom nduk pada asas
iktikad baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan. Pendekatan ini juga Untuk memastikan
keselarasan antara berbagai ketentuan hukum yang
berkaitan dengan keuangan negara, kondisi darurat, dan
pengawasan hukum terhadap tindakan pejabat publik.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-
XVI11/2020 menguji konstitusionalitas, namun terdapat

64
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beberapa poin yang dapat dianggap sebagai
disharmonisasi atau kelemahan dalam proses pengambilan
keputusan. Salah satunya adalah ketegangan antara prinsip
kebebasan beragama dan kewajiban sertifikasi halal, di
mana UU JPH mewajibkan sertifikasi halal untuk semua
produk yang Dberedar di Indonesia, yang dapat
mengganggu kebebasan beragama, terutama bagi pelaku
usaha yang bukan Muslimg8elain itu, keputusan ini dinilai
kurang mendalam d guji apakah kewajiban
sertifikasi halal uk dapat diterapkan
dengan adil,
Muslim.

kurangnya
ktur  atau
sertifikasi
enerapan
mengenai

pada
kum. Secara ke
erikan dasar huk

beberapa
implementas

a'g
B. Saran

1. Pemerintah perlu membangun mekanisme pengawasan
yang jelas dan transparan untuk memastikan bahwa
tindakan pejabat dalam situasi darurat benar-benar
dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Peninjauan ini  perlu memastikan bahwa hak
masyarakat untuk mengakses keadilan tidak terabaikan
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bahwa dalam situasi darurat, perlu dibangun
mekanisme alternatif.
. Perlu dilakukan harmonisasi antara penafsiran
sistematis, teleologis, dan sosiologis untuk memastikan
bahwa tujuan hukum, konteks sosial, dan konsistensi
aturan hukum dapat terpenuhi secara bersamaan.
Mencagah ketidakpastian hukum akibat penafsiran
yang hanya menekagan satu pendekatan tanpa
ka  hukum secara

untuk-menjamin i itas hanya
da * pejabat. yan
akuntabel, sehing

Limitasi
mendapatk ng dalam bentuk
wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara
nomor 37/PUU-XVIII/2020. Informasi ini dapat
digunakan sebagai sumber data untuk peneliti
selanjutnya dan bisa memperhatikan hal tersebut.
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